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 Abstract: Desentralisasi sebagai instrumen kebijakan 

global terus memunculkan perdebatan mengenai 

dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat 

akibat hasil implementasi yang cenderung 

terpolarisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

pengaruh kualitas institusi terhadap keberhasilan 

desentralisasi melalui sintesis literatur. Penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain 

Systematic Literature Review berbasis protokol 

PRISMA dan perspektif Institutional Theory. Data 

penelitian berasal dari 27 artikel terindeks Scopus 

Q1–Q4 periode 2015–2025 yang dipilih secara 

purposive dari konteks Indonesia, India, dan 

Philippines, kemudian dianalisis menggunakan 

thematic content analysis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa desentralisasi mampu 

meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan 

menurunkan kemiskinan pada wilayah dengan 

institusi yang matang, namun berpotensi memperluas 

korupsi, patronase, dan ketimpangan pada institusi 

yang rapuh. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas 

tata kelola lokal merupakan prasyarat utama agar 

desentralisasi menghasilkan pembangunan yang 

inklusif dan berkelanjutan. 

Keywords: desentralisasi; 

kualitas institusi; tata kelola 

lokal; kemiskinan; systematic 

literature review. 

 

PENDAHULUAN  
Desentralisasi merupakan instrumen kebijakan global yang melibatkan redistribusi 

kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat ke tingkat daerah. 

Kebijakan ini mencakup dimensi politik, fiskal, dan administratif yang saling berkaitan, dengan 

tujuan mendekatkan pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan 

efisiensi pemerintahan (Almaarif et al., 2025; Birner & Von Braun, 2015). Secara historis, 

desentralisasi dipandang sebagai strategi pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya di tingkat akar rumput guna mencapai tata kelola yang lebih inklusif (Singh et al., 

2024; Canare, 2022). 

Tujuan akhir desentralisasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang diukur 

melalui pertumbuhan pendapatan per kapita serta indikator multidimensi seperti kualitas layanan 

kesehatan, akses pendidikan, dan jaring pengaman sosial. Peningkatan capaian seperti status 

imunisasi anak dan efisiensi layanan kesehatan menjadi bukti efektivitas desentralisasi dalam 
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meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Singh et al., 2024; Chen, 2024). Hubungan ini 

didasarkan pada argumen efisiensi alokatif dari Public Choice Theory, di mana pemerintah daerah 

memiliki keunggulan informasi tentang kebutuhan lokal (Liu et al., 2019; Huynh & Tran, 2021). 

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil kontradiktif mengenai dampak desentralisasi 

terhadap kesejahteraan. Di satu sisi, studi menemukan kontribusi positif terhadap penurunan 

kemiskinan melalui optimalisasi pengeluaran daerah di Indonesia dan Filipina (Siburian, 2022; 

Canare, 2022). Namun, di sisi lain, fenomena elite capture dan korupsi lokal menghambat 

kesejahteraan karena sumber daya publik dikuasai elit politik (Mitra & Pal, 2022; Ratmono et al., 

2021). 

Perbedaan temuan ini menandakan celah literatur terkait faktor kontekstual seperti kualitas 

tata kelola lokal dan stabilitas politik yang memengaruhi hasil desentralisasi. Clientelism dan 

kegagalan akuntabilitas sering menyebabkan pelayanan publik tidak optimal, sementara 

kemiskinan awal dan ketimpangan antarwilayah memperburuk ketidakefisienan (Khan, 2021; 

Ponce-Rodríguez et al., 2020). Kualitas kepemimpinan daerah dan transparansi anggaran menjadi 

penentu utama antara inovasi layanan atau korupsi (Chen, 2024; Huynh & Tran, 2021). 

Penelitian ini bertujuan mensintesis temuan dari 27 artikel Scopus Q1-Q4 periode 2015-

2025 menggunakan Systematic Literature Review berbasis PRISMA dan Teori Institusional untuk 

menjawab apakah desentralisasi mensejahterakan atau memiskinkan masyarakat. Urgensinya 

terletak pada kontribusi akademis untuk pemetaan teori desentralisasi yang komprehensif serta 

praktis sebagai rujukan reformasi pro-kesejahteraan bagi pengambil kebijakan (Almaarif et al., 

2025; Singh et al., 2024). Kebaruannya adalah analisis polarisasi hasil desentralisasi berdasarkan 

kualitas institusi lokal, yang menekankan prasyarat tata kelola untuk dampak inklusif (Siburian, 

2022; Ratmono et al., 2021). 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian bersifat kualitatif dengan desain SLR yang mengintegrasikan analisis 

tematik berbasis Teori Institusional sebagai kerangka utama, sebagaimana direkomendasikan 

Creswell dalam research design qualitative untuk mengolah data naratif dari literatur. Metode 

pencarian literatur dilakukan pada database Scopus dan ScienceDirect menggunakan operator 

Boolean seperti "Decentralization or Fiscal Decentralization and Community Welfare or Poverty 

Reduction or Public Services" pada periode 2015-2025, menghasilkan 27 artikel terindeks Q1-Q4. 

Emzir mendukung pendekatan ini dalam metodologi penelitian kualitatif melalui etnografi dan 

grounded theory untuk sintesis literatur yang mendalam. 

Instrumen utama meliputi protokol PRISMA untuk screening inklusi-eksklusi serta tabel 

klasifikasi berdasarkan kategori temuan (positif, negatif, mixed), indeks jurnal, lokasi, dan grand 

theory, yang memastikan validitas dan reliabilitas analisis. Teknik analisis data mencakup content 

analysis tematik untuk mengidentifikasi pola polarisasi dampak desentralisasi, dengan klasifikasi 

menggunakan tabel distribusi geografis dan teori seperti Institutional Theory (9 artikel) dan Fiscal 

Federalism (7 artikel). Sugiyono menjelaskan teknik ini melalui analisis data berkala dalam metode 

kombinasi, sementara Sudaryono membahas validitas instrumen non-tes untuk review literatur. 

Populasi penelitian terdiri dari seluruh artikel jurnal internasional bereputasi tentang 

desentralisasi, kesejahteraan, dan kemiskinan pada 2015-2025 di Scopus Q1-Q4, dengan kriteria 

inklusi berbahasa Inggris atau Indonesia, relevan secara tematik, dan empiris/teoritis. Sampel akhir 

adalah 27 artikel terpilih setelah penyaringan bertahap (identifikasi, screening, eligibility, included) 

sesuai PRISMA, didominasi studi dari Indonesia (7 artikel), India (4), dan Filipina (3), yang 

mewakili konteks negara berkembang. Creswell dan Emzir menekankan teknik purposive sampling 
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seperti ini untuk sampel kualitatif yang representatif dan saturatif. 

Prosedur dimulai dengan studi pendahuluan dan rumusan masalah, dilanjutkan pencarian 

literatur di database, screening awal berdasarkan judul/abstrak, full-text review, ekstraksi data ke 

tabel tematik, dan sintesis akhir menggunakan Teori Institusional untuk pembahasan polarisasi 

temuan. Setiap tahap didokumentasikan transparan untuk replikabilitas, diakhiri dengan 

kesimpulan dan rekomendasi kebijakan. Sudaryono menguraikan prosedur serupa dalam 

metodologi penelitian melalui tahapan pengumpulan data, analisis multivariat, dan laporan akhir, 

didukung Sugiyono untuk desain R&D dalam SLR. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
Kebijak Desentralisasi Mensejahterakan Masyarakat? 

Secara teoretis, keterkaitan antara desentralisasi dan peningkatan kesejahteraan berakar 

pada Teori Institusional, di mana efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas aturan main 

dan kapasitas birokrasi lokal. Dalam kerangka ini, desentralisasi dipandang mampu menciptakan 

kesejahteraan apabila institusi daerah berhasil menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan 

akuntabilitas pelayanan publik (Ferrara & Nisticò, 2019). Institusi yang kuat memungkinkan 

adanya sinkronisasi antara otonomi fiskal dengan kebutuhan masyarakat, sehingga sumber daya 

dialokasikan secara tepat sasaran pada sektor-sektor krusial seperti kesehatan dan pendidikan. 

Ketika aturan institusional memberikan ruang bagi partisipasi warga dan pengawasan yang ketat, 

desentralisasi bukan hanya sekadar perpindahan kekuasaan administratif, melainkan transformasi 

tata kelola yang mendorong terciptanya efisiensi alokatif barang publik demi mencapai kemajuan 

sosial yang nyata. 

Temuan empiris dari 27 artikel yang ditelaah menunjukkan bukti signifikan bahwa 

desentralisasi mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan di berbagai wilayah. 

Studi yang dilakukan oleh Siburian (2022) dan Canare (2022) di Indonesia dan Filipina 

menegaskan bahwa desentralisasi fiskal secara langsung berkontribusi pada penurunan angka 

kemiskinan melalui optimalisasi pengeluaran pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, 

Singh et al. (2024) dan Jiménez-Rubio (2017) menemukan bahwa otonomi di sektor kesehatan 

berhasil meningkatkan aksesibilitas layanan dan memperbaiki luaran kesehatan masyarakat secara 

keseluruhan. Hasil-hasil positif ini umumnya ditemukan pada wilayah yang memiliki kemandirian 

fiskal tinggi dan sistem pemerintahan yang transparan, di mana pemerintah daerah mampu 

merespons preferensi lokal secara lebih cepat dibandingkan pemerintah pusat (Chen, 2024; 

Letelier-S & Lozano, 2020).  

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi memiliki potensi besar 

untuk mensejahterakan masyarakat apabila didukung oleh prasyarat institusional yang memadai. 

Keberhasilan ini membuktikan bahwa kedekatan antara pengambil keputusan dengan konstituen 

lokal merupakan kunci utama efisiensi pelayanan. Namun, sebagai solusi untuk mempertahankan 

dan meningkatkan tren positif ini, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat 

lokal serta digitalisasi sistem pengawasan anggaran guna meminimalisir kebocoran. Integrasi 

antara kemandirian fiskal dan penguatan standar pelayanan minimal (SPM) harus menjadi prioritas 

agar manfaat desentralisasi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, 

sehingga tujuan pemerataan kesejahteraan tidak hanya menjadi jargon politik tetapi realitas yang 

terukur. 
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Kebijakan Desentralisasi Memiskinkan Masyarakat? 

Dalam perspektif Teori Institusional, kebijakan desentralisasi yang gagal atau justru 

"memiskinkan" masyarakat disebabkan oleh ketidaksiapan atau kelemahan struktur institusi di 

tingkat lokal. Teori ini menekankan bahwa tanpa adanya aturan main yang formal dan penegakan 

hukum yang kuat, otonomi daerah hanya akan menciptakan ruang bagi institutional bypass, di 

mana kelompok elit lokal mengabaikan prosedur demi kepentingan pribadi. Desentralisasi dalam 

konteks institusi yang rapuh menyebabkan "fragmentasi otoritas" yang memicu ketidakefisienan 

birokrasi dan kebocoran anggaran (Ferrara & Nisticò, 2019). Ketika institusi lokal tidak memiliki 

mekanisme akuntabilitas yang mapan, pengalihan kekuasaan justru memperlebar jarak antara 

kebijakan dan kebutuhan publik, sehingga alokasi sumber daya tidak lagi ditujukan untuk 

pengentasan kemiskinan melainkan terserap oleh biaya inefisiensi institusional. 

Temuan dari berbagai literatur menunjukkan bahwa di wilayah dengan kualitas institusi 

yang rendah, desentralisasi berkorelasi negatif dengan kesejahteraan. Penelitian Ratmono et al. 

(2021) di Indonesia mengonfirmasi bahwa rendahnya kapasitas institusi pemerintah daerah 

menjadi penghambat utama desentralisasi dalam menurunkan kemiskinan. Serupa dengan itu, 

Khan (2021) dan Mitra & Pal (2022) menemukan bahwa di Pakistan dan India, desentralisasi sering 

kali terhambat oleh weak local institutions yang memicu korupsi sistemik dan salah sasaran 

bantuan sosial. Dalam studi-studi ini, kegagalan mencapai kesejahteraan bukan disebabkan oleh 

kekurangan dana, melainkan oleh "kegagalan institusional" dalam mengelola otonomi, yang pada 

akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas layanan publik dan peningkatan beban ekonomi bagi 

masyarakat miskin (Oumbe et al., 2025; Chatterjee & Pal, 2021). 

 Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi berisiko memiskinkan masyarakat apabila dipaksakan 

pada lingkungan institusional yang belum matang. Dampak negatif ini merupakan konsekuensi 

logis dari kegagalan desain institusi daerah dalam menjamin transparansi dan penegakan aturan. 

Sebagai solusi, penguatan institusi tidak boleh hanya fokus pada aspek administratif, tetapi harus 

menyentuh reformasi birokrasi secara menyeluruh dan penguatan fungsi pengawasan internal 

(APIP) serta eksternal (masyarakat sipil). Pembangunan kapasitas institusi (institutional capacity 

building) di tingkat lokal harus mendahului atau setidaknya berjalan beriringan dengan pemberian 

otonomi fiskal yang lebih besar, guna memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-

benar terkonversi menjadi peningkatan standar hidup masyarakat 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan desentralisasi merupakan instrumen bermata 

dua yang dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kualitas institusi 

lokal, sebagaimana terungkap dari sintesis 27 artikel Scopus Q1-Q4 periode 2015-2025 

menggunakan Teori Institusional dan protokol PRISMA. Temuan utama menunjukkan polarisasi 

jelas: desentralisasi mensejahterakan melalui peningkatan efisiensi layanan publik dan penurunan 

kemiskinan di daerah dengan kapasitas birokrasi matang serta pengawasan ketat, seperti terlihat 

pada studi Siburian (2022) dan Canare (2022) di Indonesia serta Filipina, sementara di wilayah 

institusi rapuh justru memicu korupsi, elite capture, dan inefisiensi yang memperburuk kemiskinan, 

sebagaimana dikonfirmasi Ratmono et al. (2021) dan Khan (2021). Implikasi praktisnya menuntut 

penguatan tata kelola lokal melalui digitalisasi pengawasan anggaran, reformasi birokrasi, dan 

capacity building sebelum perluasan otonomi fiskal agar manfaat inklusif tercapai secara nyata. 

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada literatur sekunder berbahasa 

Inggris dan Indonesia dari Scopus, sehingga berpotensi melewatkan perspektif non-Scopus atau 

studi kasus primer dari negara lain yang memperkaya konteks global. Selain itu, fokus pada periode 
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2015-2025 membatasi analisis evolusi jangka panjang pasca-pandemi. Saran untuk penelitian 

selanjutnya mencakup studi empiris kuantitatif dengan data panel daerah di Indonesia untuk 

menguji mediasi institusi secara kausal, perbandingan lintas-negara dengan variabel moderasi 

seperti budaya politik, serta integrasi mixed methods untuk validasi tematik dari wawancara 

pemangku kepentingan lokal guna mengatasi gap tersebut. 
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